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NOTA DINAS
NOMOR  311/2300/HP.01.04/06/2021

Yth. : Inspektur
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol
Hal : Usulan Sosialisasi Area Penguatan Pengawasan Zona Integritas di

Lingkungan Biro HP
Tanggal : 14 Juni 2021

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan rencana aksi area penguatan

pengawasan yang merupakan salah satu area dalam Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Biro Humas dan Protokol,

bersama ini kami mengajukan usulan kegiatan sosialisasi bagi seluruh pegawai Biro

Humas dan Protokol, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Juni 2021

Waktu : 10.00 WIB – selesai 

Materi Sosialisasi : 1. Pengendalian Gratifikasi

  2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

  3. Manajemen Pengaduan Masyarakat

  4. Whistle-Blowing System

  5. Penanganan Benturan Kepentingan

Untuk teknis penyelenggaraan sosialisasi dapat menghubungi Sdri Indah

Apriyanti dan Sdri Haifa Arief Lubis.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terimakasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol,

Heru Setiawan
Tembusan:
1. Yth. Sekretaris Jenderal;
2. Yth. Kepala Biro SDM dan Organisasi.
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Nomor :  421/PW.01/06/2021 22 Juni 2021
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal :  Undangan Sosialisasi Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan WBS  
Area RB :  Pembangunan Zona Integritas 

Kepada Yth.
1. Kepala Biro Humas dan Protokol; 
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
3. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; 
4. Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas. 
di  Tempat

            Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, khususnya persiapan
pengajuan predikat WBK/WBBM bagi unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami mengundang Bapak/Ibu beserta
seluruh pegawai di masing – masing unit kerjanya untuk hadir dalam Sosialisasi
Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Whistleblowing System, yang akan dilaksanakan
secara virtual pada : 

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Juni  2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Dikantor /kediaman masing – masing

Untuk Link dan password meeting akan kami informasikan lebih lanjut.
 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan

terima kasih.
Inspektur
Budi Achmad Djohari

Tembusan :
Yth. Bapak  Sekretaris Jenderal MKRI.
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No Timestamp Nama Institusi

1 6/23/2021 9:21 Avicenna Mahkamah Konstitusi
2 6/23/2021 9:22 Gunawan Mahkamah Konstitusi
3 6/23/2021 9:22 ilham erwin Mahkamah Konstitusi
4 6/23/2021 9:22 TIARA AGUSTINA Mahkamah Konstitusi
5 6/23/2021 9:23 Fuad Subhan Mahkamah Konstitusi
6 6/23/2021 9:23 Andhini Sayu Fauzia Mahkamah Konstitusi
7 6/23/2021 9:23 Fitri Yuliana Mahkamah Konstitusi
8 6/23/2021 9:23 Sri Handayani Mahkamah Konstitusi
9 6/23/2021 9:23 Heru Setiawan Mahkamah Konstitusi

10 6/23/2021 9:24 R.A. Indah Apriyanti Mahkamah Konstitusi
11 6/23/2021 9:25 Zahra Marida Putri Mahkamah Konstitusi
12 6/23/2021 9:25 Utami Argawati Mahkamah Konstitusi
13 6/23/2021 9:25 Rudi Mahkamah Konstitusi
14 6/23/2021 9:25 Hamdi Mahkamah Konstitusi
15 6/23/2021 9:26 Ifa Dwi Septian Mahkamah Konstitusi
16 6/23/2021 9:26 Nur Budiman Mahkamah Konstitusi
17 6/23/2021 9:26 Yuniar Widiastuti Mahkamah Konstitusi
18 6/23/2021 9:26 Hendra kusuma Mahkamah Konstitusi
19 6/23/2021 9:27 Hendy Prasetya Wiguna Mahkamah Konstitusi
20 6/23/2021 9:27 Nur Rosikin Mahkamah Konstitusi
21 6/23/2021 9:29 Sri Pujianti Mahkamah Konstitusi
22 6/23/2021 9:31 Dwi Hardisyah Bramantoro Mahkamah Konstitusi
23 6/23/2021 9:31 Prana Patrayoga Adiputra Mahkamah Konstitusi
24 6/23/2021 9:32 Syarief H Mahkamah Konstitusi
25 6/23/2021 9:32 Nur Khafid Mahkamah Konstitusi
26 6/23/2021 9:33 Wafda afina Mahkamah Konstitusi
27 6/23/2021 9:33 Donny hazny mourad Mahkamah Konstitusi
28 6/23/2021 9:40 Yok Banu Prihatno Mahkamah Konstitusi
29 6/23/2021 9:42 Haifa Arief Lubis Mahkamah Konstitusi
30 6/23/2021 9:43 Panji erawan Mahkamah Konstitusi
31 6/23/2021 9:44 Siti zuhriah Mahkamah Konstitusi
32 6/23/2021 9:51 Bayu Wicaksono Mahkamah Konstitusi
33 6/23/2021 9:52 Iis Lisnawati Mahkamah Konstitusi
34 6/23/2021 9:54 mutia Mahkamah Konstitusi
35 6/23/2021 10:02 Eko Efrianto Mahkamah Konstitusi
36 6/23/2021 10:09 Teguh Birawa Putra Mahkamah Konstitusi
37 6/23/2021 10:20 Lambang Mahkamah Konstitusi
38 6/23/2021 10:20 Sherly Octaviana Mahkamah Konstitusi
39 6/23/2021 10:22 Yossy Adriva Mahkamah Konstitusi
40 6/23/2021 10:22 Immanuel H Mahkamah Konstitusi
41 6/23/2021 10:25 Raisa Ayuditha Mahkamah Konstitusi
42 6/23/2021 10:25 Nur Budiman Mahkamah Konstitusi
43 6/23/2021 10:31 Widi Atmoko Mahkamah Konstitusi
44 6/23/2021 10:32 Widi Atmoko Mahkamah Konstitusi
45 6/23/2021 10:40 Yogi Djatnika Mahkamah Konstitusi
46 6/23/2021 13:12 hermanto Mahkamah Konstitusi
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47 6/23/2021 14:38 Haifa Arief Lubis Mahkamah Konstitusi



Jabatan Area

Petugas Protokol Tatalaksana
Kasubag protokol Manajemen SDM

spesialis media sosial peningkatan pelayanan publik
PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA

Penerjemah Penguatan dan Pengawasan
Pengelola Media Center dan Kemitraan Media Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Analis Publikasi Penataan Sistem Manajemen SDM
Kabag Sektap AACC dan Kerjasama Luar Negeri Ketua TIM PMPRB Biro HP

Karo HP Biro hp
Kepala Sub Bagian Sekretariat Tetap AACC Penguatan Pengawasan

Spesialis Media Sosial Pelayanan Kualitas Publik
Penyusun Naskah Biro HP

Media MK WBK
Kameraman Wbk
Fotografer Biro HP
Media MK Biro Humas

Penerjemah Bahasa Inggris Penataan Tata Laksana
Operator persidangan Mahkamah konstirusi (ruang kontrol)

Kameramen / fotografer Mahkamah konstitusi
Senior Editor Naskah

Penyusun Naskah Humas
PPNPN Keprotokolan WBK pengawasan

Protokol Pengawasan
Petugas Protokol

Operator Persidangan Biro HP (Media MK)
Analis Kerjasama Luar Negeri Penguatan Akuntabilitas

Petugas protokol
Operator Persidangan Humas MKRI

Ses Sekjen Penguatan Pengawasan
Reporter Biro HP

Mancadaya Gedung 2
Reporter PPNPN Publikasi

Mancadaya Gedung 2
Kasubbag Humas VI

Housekeeping Gedung 2
Penata desain grafis (PPNPN) Humas

Pengelola humas dan media massa Penguatan akuntabilitas
Analis KSLN Manajemen perubahan

KAsubbag KSDN dan HAL Penguatan akuntabilitas
Kasubag KSLN Tata Laksana
Analis Berita Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Media MK Biro Humas
KSDN Manajemen Perubahan
KSDN Manajemen Perubahan

Analis Hubungan Antar Lembaga
desain grafis humas
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1 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  

 

SOSIALISASI ANTI GRATIFIKASI, PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, 
DAN WHISTLE-BLOWING SYSTEM (WBS) TAHUN 2021 

Melalui Aplikasi Zoom, 23 Juni 2021 

 

 

I. Latar Belakang 

 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, 

dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Mahkamah 

Konstitusi, berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan membentuk 

lingkungan pengendalian gratifikasi, membuat pedoman penangan benturan 

kepentingan, serta adanya akses bagi pegawai atau masyarakat untuk 

menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak 

pidana di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Peran aktif pegawai sangat 

menentukan terciptanya Mahkamah Konstitusi yang bebas dari korupsi, kolusi, 

dan nepotisme. Peran aktif pegawai tentu tidak pada upaya penindakan, namun 

lebih difokuskan pada upaya pencegahan dengan ikut membangun integritas 

dalam dirinya. Upaya untuk meningkatkan kesadaran nilai-nilai integritas 

pegawai salah satunya adalah dengan melalui sosialisasi Anti Gratifikasi, 

Benturan Kepentingan, dan WBS yang dilakukan secara berkala. 

 

II. Pelaksanaan Kegiatan 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Sosialisasi Anti Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, dan WBS 

Tahun 2021 dilaksanakan pada Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.30 sampai 

dengan selesai, melalui aplikasi zoom. 

 

B. Peserta 

Peserta kegiatan Sosialisasi Anti Gratifikasi, Penanganan Benturan 

Kepentingan, dan WBS Tahun 2021 adalah pegawai dari unit kerja yang 
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2 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 

tengah diusulkan menjadi unit kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu Biro Humas dan Protokol, 

Pusat TIK, dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. 

 

C. Narasumber  

Narasumber kegiatan Anti Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, 

dan WBS Tahun 2021 adalah Bapak Dion Hardika Sumarto selaku Kasatgas 

Regulasi, Renbang dan Aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi dari 

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. 

 

D. Penyampaian Materi 

Hal-hal pokok yang dijelaskan oleh narasumber adalah sebagai berikut: 

• Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal sebagai pasal gratifikasi. 

Kekuatan dari pasal gratifikasi adalah penekanan pada hal pembalikkan 

beban pembuktian, sehingga untuk pemberian yang sudah lama tidak 

terdeteksi, kemudian pada suatu saat ter-blow up, hal ini tetap bisa 

diungkap dengan pasal gratifikasi. 

• Pasal gratifikasi tersebut diadopsi dari Pasal 42 ayat (2) Anti Corruption 

Act, 1997 (ACA 1997, Malaysia).  

• Pendekatan gratifikasi terbagi menjadi Repressive Corruption Article 

Approach (Pendekatan Pasal Penindakan Korupsi) dan Prevention 

Corruption Article Approach (Pendekatan Pasal Pencegahan Korupsi). 

• Pengertian hadiah sebagai pemberian yang wajar karena hubungan baik, 

tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Hadiah bisa bergeser menjadi 

gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, penerimanya pegawai 

negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi pun bisa bergeser menjadi 

gratifikasi ilegal, bila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan 
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3 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 

dengan tugas dan kewajiban. Selanjutnya gratifikasi ilegal bisa berubah 

menjadi suap, bila terjadi transaksional dan pertemuan kehendak. 

• Laporan gratifikasi dapat menjadi management tools dalam rangka 

melakukan risk assessment dan identifikasi titik rawan.  

• Pemahaman di berbagai lembaga tentang WBS sangat beragam. 

Sebagian besar WBS diartikan sebagai aplikasi. Hal yang kedua, ada 

pihak yang mendefinsikan WBS sebagai media pelaporan. Kemudian 

yang ketiga, WBS diartikan sebagai pelaporan dan penanganan. Selain 

itu WBS diartikan sebagai tempat orang untuk melapor. WBS adalah 

sebagai serangkaian prosedur yang disusun untuk menerima dan 

menangani informasi dugaan pelanggaran yang ditindak-lanjuti secara 

profesional, transparan, akuntabel dan mengutamakan kerahasiaan.  

• WBS meliputi kerahasiaan, mudah dan cepat diakses, profesionalitas 

pengelolaan, dan monitoring pengevaluasian secara berkala. 

 

III. Penutup 

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Anti Gratifikasi, Penanganan Benturan 

Kepentingan, dan WBS Tahun 2021. 

 

 

Jakarta, 24 Juni 2021 

Kepala Biro Humas dan Protokol 

 

Heru Setiawan 

 

 

 



NOTA DINAS
NOMOR  352/2300/HP/06/2021

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal MK
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol
Perihal : Usulan Pengadaan Sarana dan Prasarana Biro Humas dan Protokol
Tanggal : 25 Juni 2021
____________________________________________________________________________________

Dalam rangka  peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas

layanan publik serta meningkatkan kinerja dan dukungan pelaksaanaan tugas harian di

Lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) pada umumnya serta Biro HP, dan Pustik menuju

WBK, dengan hormat kami mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana sebagai

berikut:

1. Pengadaan 4 (empat) buah Signage yang akan diisi dengan konten design grafis

mengenai pembangunan zona integritas dan informasi mengenai persidangan MK yang

dengan rencana penempatan sebagai berikut:

a. Sebanyak 2 (dua) buah di Gedung 2 MK;

b. Sebanyak 1 (satu) buah di depan ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, dan

c. Sebanyak 1 (satu) buah di depan ruang Sidang Panel Gedung 1 MK.

2. Pengadaan 1 (satu) buah standing banner sebagai sarana sosialisasi pembangunan Zona

Integritas di Gedung 2 MK;

3. Pengadaan speaker dalam ruangan sebagai sarana penyampaian informasi kepada

pegawai yang berada di lantai 1 dan 2 Gedung 2 MK.

4. Pengadaan CCTV untuk ditempatkan di seluruh lantai pada Gedung 2 MK.

5. Jika Bapak Sekjen tidak berpendapat lain, kami akan berkoordinasi dengan Karo Umum

dan Kapustik untuk pelaksanaan pengadaannya.

Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak Sekjen,

kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol
Heru Setiawan
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